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{ Profil Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah
(atas Kewajiban PPh 21 per 2013)

T

WP Terdaftar : 628.548 WP

WP Efektif : 7,7%
Bayar Pajak : 4%

Lapor SPT: 3,2%

Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah Masih Sangat Rendah

Perlunya Upaya Peningkatan Kepatuhan

Perunya Pengawasan Perpajakan Terhadap PemotonganPemungutan dan Penyetoran Pajak Atas
Belanja APBD Pada BUD

W=
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* Mendaftarkan Diri — Surat Penunjukan Sebagai
Bendahara

| * Menghitung dan atau Memotong/Memungut Pajak
Yang harus Dibayar

2

* Menyetorkan Pajak yang telah dihitung dan
dipungut/dipotong ke Kas Negara
S

B

* Melaporkan Penghitungan &
Pemungutan/Pemotongan ke Kantor Pelayanan Pajak X
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Mekanisme Pemotongan/Pemungutan dan

Penyetoran Pajak dari Belan a APBD

MENTERIKEUANGAN |
BENDAHARA UMUM NEGARA
2y

| saTuANKerA | | senpawaraumum |
| PEMERINTAHDAERAH | . | . ~ DAERAH . |-

PEMBUAT:
2 MITMEN

Alur Bendahara (APBD)
PMK 64/PMK.05/2103

Satuan Kerja
Pengelola )
Keungan Daerah H

t Eendahara {
Pe geluaran SKPD ;
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a
O Perhitungan
o Q Belanja (LangsungTidak Langsung) el
Q  Rekonsiiasi Belanja = sl @ O Datae-Audit
il O Belanja Modal
Q :uﬁpu O Bk Fiah )
\akaer g £ a4
3 PMK Nomor 64/PMK,05/2013
(DTH dan RTH)

1@ « Elemen Data DTH dan RTH Diatur Dalam PMK-64 @
m
DTH
DAFTAR TRANSAKS! HARIAN BELANJA DAERAM (DTH) DAFTAR TRANSAKS| HARIAN BELANIA DAFRAH (o}
2 i PROVINSI/JABUPATEN/KOPA oo (1)... .
BULAN 13)
© BULAN umnnc(2) : TAWUN ANGEARAN ——T]
TAHUN ANGGARAN .........{3) 5XPD/ KUASA BUD @
SKPD/ KUASA BUD ... oo [d) KODE SKFD: ..o =
KODESKPD f..ooe it e Nouna |
Nomor
el B 1Y e R O B Y e
e A Rebsasa/ |Reranenf | Kot Nomae
= Tt .::' SEAY _::_ Bolonjs | Kode | anis | hemioh | Bansinsrn |Bordonan D Nilal Belana (kp)
ol ; A | Pajed | N Kode Ahun |
[] 7 [} ) 10 11 1 13 14 13 [ 1 —'M— oda dbon
v
’alﬂ‘\‘m Jenis Pa'ak
ol Ty
TOTAL| 1 19 ] n 1 NPWP
Rekosran/
Bandahara
RTH Nama
REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN DELANJA DATRAN (RTH) Rekanan |
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA vssecisa ) samprssarsnses Pendahars
BULAN .,cnricnnsernn o 2] Kel
TAHUN ANGGARAN .ciiuusnannis(d)
itc] [ L v Dilapotkar:n Setiap Bulan (Tanggal 20
oo | e, L ; Pl s Bulan Berikutnya) ;
uaf i o] Bbwin IEVPC] BN KT ¥ Dapat Dilakukan Secara Elektronik dari
5 | 8 108 Lorai o) | oA froma o Sistem Informasl Keuangan Daerah
2 3 [ 7 [ [h 0 | n (SIKD)
¥ RTH Dapat Juga Dilaporkan Dari BUD
(Hasil Rekapitulasi Sesual Data SIKD)
TOTAL| 12 13 14 15 | 16 17
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GRAND DESIGN
ALUR MEKANISME PENGAWASAN PAJAK SESUAI PMK 64/PMK.05/2013

EEEE—— T —.

4, Mematong/memingut
dan tenyator pajak 2, Menyampalkan data
¥ Lapot DTH dan RTH ) pagu APBD per Jenls
dilampirl $SP It 3 Belanja per Satker
12. Penyetoran Pajak -
Terutang

AETORAN PAIAR
PN}

£ s1omaN
NUAK (NN

S ki
Mangirimkan S5P b 2 9. Mengkonfirmasi

& r;.r;;lrlmkln 330 lembar data setoran pajak
f &
Mﬂ’ Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK - 64/PMK.05/2013

Amanat Undang-Undang Bidang Keuangan Nagara dan Undang-Undang
Parpsjakan, sorta Ketuntuan Pongalolaan Kevangan Daorah:

- Kepatuhan Kowsjban Perpajalan atas Pongelolaan APAN Dan APBD Porly
Ditingkatkan (Hasil Pemeriksaan BPK-RI):

Kabijakan Minlel"i Keuangan tantang Upapa Paningkatan Pongawasan Parpajakan
3 " Bondahara Pamerintah

etlap aela'nja Daerah (SP2
1Telah Melaul Proses Verifikasi:

i Mokarisme Fan'w!o;lg:n / Pamyngutan Pajak idak Selurcheya Malaki

.P_ungmsal_\ Klm (APB Dipunguls Dipoteng Ditjan Parbandsharaan) _ ey ewajiban Perpajakan -
Pangawasan atas Pemalangan/ Pemungulan dan Panyoloran Pajak atas Raakisas) .Tidak Ada Beban Pajak Ya ng.
ol : APED ; Catry-Over Ke Tahun
Tl ikt T / DOKUMEN) [~ 3  Anggaran Berlkutnya'
[ v v | TERKAIT_ | | SUMBER ¥ Membantu BUD/SKPD/.
E— | oo Smanas) e : _l_?.endah_ara Pemer
Ilm?&;ﬂn ‘Q M:‘ll"l'lmll
) ___tow
PENGUILAN PAJAX ¢4
i (REALISASI 5P2D) R
[ i ‘ PEMERIKSAAN / ‘si_l\
:—“ VIRIFIKASY ‘zia
PAIAX KURANG) ‘ :
LIRIM BAYAR
SANKST
JIXA ADA)
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Gambaran Umum Mekanisme Pengawasan |

Pemberitahuan
kepada Kepala Daerah

PELAPORAN OLEH
KUASA BUD
(BENDAHARA UMUM
DAERAH)
cfm. PMK-
64/PMK.05/2013 /|

9 Usulan Pemerlksaan/ | *
\ Verlflkasl Pl X il
| i st . b

Keterangan: ¢ 4 . >

SP20 : Surat Perintah Pencairan Dana Ly

SKPD . Satuan Kerja Peranghat Daerah e e : Tidak ® Emmm’—&m
BUD : Bendahara Umum Daerah o v Setaf  Daersh
DTH : Daftar Transaksi Harian , ) b. mnh_m"—h’p'.i‘ e

RTH : Rekapitulasi Transaksi Harian odzhar sesual h“"“_""

berlaky
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| Penyampaian DTH dan RTH.

DTH

SISTEM INFORMAS] —@—-) :
KEUANGAN DAERAH difi

(SIMDAJSIPKD,dII]

SKK D/Kuasa Bﬁn

Softcopy
RTH/DTH

Pasal 10 PMK-64

<€— Paling lambat tgl 20
bulan berikutnya

2 Dik m!aﬁgsﬁngahu : alul j
*Softcopy: . )

* Dikirim langsung ahu melnlui ja
- berupa medla ﬂashdisk]CDII-lnnn

Keterangan:
1. Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD akses SIMDA/SIPKD
2. Melalui SIMDA/SIPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD/Kuasa BUD cetak DTH/RTH serta simpan DTH/RTH

dalam bentuk softcopy
3. Bendahara Pengeluaran SKPD kirim DTH kepada Kuasa BUD, dan Kuasa BUD kirim DTH/RTH kepada KPP

Penyampalan DTH/RTH (H"’ dcopy)
~ (PER-08/P)/2014)

* Penyampaian DTH/RTH tidak serta merta menghapuskan kewajiban
penyampaian SPT Masa oleh Bendahara APBD;

* Dalam hal dokumen RTH disampaikan dengan:
a. tidak dilampiri fotokopi SSP lembar 3;
b. melewati batas waktu tanggal 20 tiap bulannya;
c. tidak melampirkan DTH SKPD secara lengkap (seluruh SKPD);
atas dokumen RTH tsb tetap dapat diterima oleh petugas TPT;

* Atas penyampaian dokumen hardcopy RTH secara langsung,
diterbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dengan dibubuhi tanggal
penerimaan dokumen, keterangan dokumen, nama jelas, petugas
penerima dan cap dinas;

» Apabila dokumen RTH yang disampaikan tidak lengkap, maka pada
BPS dicantumkan keterangan “Dokumen RTH tidak lengkap”
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* Apabila dalam DTH dan RTH yang :°:,'l’.:|"_:"m :'S:‘l:r":’:‘r’;'e'_;‘ Memanfaatkan data RTH
disampaikan oleh Kuasa BUD, terdapat DTH b. DTHyan dalam rangka din DTH yang dilampl fc
SKPD milik KPP lain dilamplri fc $SP pengawasan SSP lembar ke-3 dalam

~ Penyampaian dan Penatausahaan
DTH dan RTH (hardcopy)* - Non DKI Jakarta

~ fKeRyan nm’ﬁ :

Menerimadan: -

Menerima dan i menatausahakan RTH,

menyampalkan bukti tanda DTH yang dilamplrl fc.

terima RTH yang dilampirl 55P lembar ke-3 millic
SKPD terkalt

" DTH dan fc SSP lbr ke-3

[ Memilah DTH SKPD (yang

dilampiri fc SSP Ibr ke-3)

per KPP tempat SKPD tsb
terdaftar

Menyampalkan RTHdan * ). EEMANFAATAN DATA
DTH yang dilamplrl fc SSP - |, TR -
lembar ke-3 ke KPP

mengarsipkan dokumen
tempat SKPD terdaftar* ~ J =/ a.RTH; dan

R b. DTH yang dilamplri fe
. PEMANFAATANDATA ' SSP lembar ke-3 [milik

Memanfaatkan \ B fi s S
data RTH dan DTH

Menyimpan dan
mengarsipkan

lembar ke-3 (milik
SKPD KPP Sendirl)

kepatuhan rangka pengawasan
bendahara A\ kepatuhan bendahara )

TR

Penyampaian DTH/RTH (Softcopy)
(PER-08/P)/2014)

Penyampaian dokumen softcopy RTH dan DTH dapat melalui media
flashdisk atau cakram optik (compact disc)

Penyampaian dokumen softcopy DTH dan RTH dapat dilakukan:
a. secara langsung kepada KPP; atau
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c¢. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman surat.

Dokumen softcopy DTH dan RTH disampaikan dalam format Microsoft
Excell atau format ekstensi .csv (comma separated value)

Dokumen softcopy DTH dan RTH diterima dan diolah melalui aplikasi
pengolahan data pada sistem informasi DIP

Petunjuk teknis terkait bentuk dan jenis data dalam dokumen softcopy
DTH dan RTH dan penggunaan Joader serta aplikasi pengolahan data
selanjutnya berdasarkan surat atau modul aplikasi secara terpisah
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~ Penaturan
- Pemerintah

UU Keuangan Negara——.!

Permendagri 13/2006
PMK 64/2013 i PMK wmu.wzo_

]
' Balas waktu dan tala cars pelaporan atas pemotongan dan H
! pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintahdan !
i
i
]

! badan tertenty diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
'

Pasal 8

i Dalamrangka pelak kek atasp fiskal,
E Menteri Keuangan mempunyal tugas sebagai berikut :

‘.

i e) negarayang telah
! ditetapkan dengan undang-undang;

1

PP 58/2005 L =
PP 73/2011 { pasal 64

i Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak

i Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan

i seluruh potongan dan pajak yang dipung ke
i rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain

i yang Menteri persepsi atau

i posgiro dalam jangka waku sesual ketentuan perundang-
! undangan.

Keppres 42/
Perpres 53/2010

Iemb ikota/kepal:

satuan
1 kerjayang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasal

¥ Menterik wajib ggung-jawabi

| penggunaandana kepada Menteri Keuangan

i

\4 Terhadap P Dan

Penyetoran Pajak Yang

10
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2014

Aspek Perpajakan Penggunaan
DANA APBN/APBD
TAHUN 2014

Bagl Bendahara

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
2014

Pajak adalah

Kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat
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BIKLUS P!HERIHAAH DAN PENBGUM

V<" KEMENTERIAN/
~ LEMBAGA NEGARA

B KeGIATAN WA
B OPERASIONAL A8

KEWAJIBAN UMUM
PERPAJAKAN

Mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP

Menyetor pajak terutang setelah
terlebih dahulu menghitung &
memotong/ memungut

Melaporkan pajak terutang
ke KPP atau KP2KP dengan
menggunakan SPT. :
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AGENDA SOSIALISASI

MELALU[ :
SUATU -~ §
Ml KEGIATAN ¥

DAHARA /PEMEGAN_ KAS
WAJIB MELAKUKAN
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Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan |
sebagai ]
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

N _ UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)
- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
-'UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)

h.2011 (Hak dan Kewajlban Perpalakan)v
Th-2000'(PPh atas hadiah Undlan)
40/2009 (Jasa Konst

2009 (PPh alas Bunga Kope
u 2012 (Peiaksanaan UU PPN)
Th2000 ,_:PP'aalzuna (PPN dibebas 5a

Bendahara Pemerintah
ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat

- Pemerintah Pusat

- Pemerintah Daerah

- Instansi atau Lembaga Pemerintah

- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan.
- Kedutaan Besar Rl di Luar Negeri

SESUAI DENGAN
SK PENUNJUKKAN BENDAHARA

babnia SK Penunjukkan lersahm dlsehutkan
‘sebagaf Bendahara penggami Bendahara
. sebelumnya yang telah’ terdaftar, maka tidak
4 perlu mendaftar bary dan hanya cukup updﬂt
dala di KPP Iempal lerdaftar %
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: "~ MELAKSANAKAN | KEWAJIBAN i
PEMOTO NGAN & PEMOTDNGAN PAJAK PUSAT ATAS

. DANA YG BERASAL DARI 'APBN/APBD_
e I

- Penjelasan

peker]aan jabalan,

nghasilan yg dlbnynrkan kepadu orang
1asa & keglata

pn_struksi sewa tannhlb ngl
y adlah undian dan Iamnya)

PPh Pasal nghasilan yg dlbayarkan bampa h

royalty dan jasa-jasa lalnnya selain Objek PPh|

PPh Pasal 26

Pamhayaran atas penghaallan kepada Waijlb Pa]ak Luar, Negeri

PPN dan PP Pemungutan atas pajak konsumsl .‘fg dibayar nandlrl ubu
S R S penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
|7

Bea Matera Pembayaran atas Reglg\anfnutpq‘dok.um_enz_‘lgi

e ufans), Konzak)|

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PENYERAHAN

> o >

BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK

g

DIPUNGUT PPN
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PENGHASILAN YANG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POL

-

RI/PENSIUNAN

Penghasilan Yang Diterima l

@' Wﬁ

|

ANGGOT [ ¥ AN,.J
TNI & POLRI l BRI

E
e [ ms ]
[ YANG DIBEBANKAN KEPADA J
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
‘L e =8
[ PENGHASILAN TERATUR ] [;\IGHASILAN TIDAKTERATE‘
—EETE—

GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,
DAN TUNJANGAN LAINNYA

HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG
HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI
KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA

PAP
i %
PPh Ps. 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH r DIPOTONG PPh Ps.21
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-

ANAKNYA

11

Untuk dirl Wajib Pajak T 24,300,000 2,025,000
Tambahan pegawai kawin 2.025.000 168.750
Tambahan anggota keluarga sedarah’ 2.025

& semenda dim grs keturunan lurus, i WAL
anak angkat maxlmum 3 orang '
Tambahan untuk seorang istri yang 2 I ‘
penghasilannya digabung dengan RAI0.000 1, 2.025.000
penghasilan suami

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

0. Tanggungan TK/0 .S0.0QQ 0.+anggunéan K/0 |, 26325000
1 Tanggungan TK/1 | 26.325.000 'i-'{;_nggl’.mgan K/1 . 28.350.000_
2Tanggungan | Tk/2 | 28.350.000 2 féngigungan i " K/2 | 30.375.000
3 Tanggungan TK/3 30.375.066 :gjjéhgguﬁg;n : | K/3 32 400 000

OTanggungan s 50.625.000

1 Tanggungan K/i/1 | 52.650.000

2Tanggungan = el K/l/2 | 54.675.000

3 Tanggungan - K/I/3 | 56.700.000
W No el 2004

Permend 12

Permen Xew ___

DUPGh THL = Tk,

Pa]ok

TOPOKSS

C 7200.00)

~ PTKP UTK KARYAWAT]

HANYA UTK DIRI
SENDIRI

' SEBAGAI WP.
= TANGGUNGA
. MAKS 3 ORANG -

SYARAT:
MENUNJUKKAN KET, TERTULIS DARI

PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/

MEMPEROLEH PENGHASILAN -

Dipindai dengan CamScanner
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TARIF BERDASARKAN I

PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 (UU PPh)

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009): iu 2 :l
>

B Lapisan Penghasilan Tarif
1. |S.d. Rp 50.000.000 -5% .
2. | Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000 15%
3. | Di atas Rp250.000.000 - 5.d.Rp500.000.000- 25%
4. |Diatas Rp500.000.000 30%

15

* TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
~ YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

PENGHASILAN | &
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN |*
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA

PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKI
)

APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah

((TURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG )
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA

\ TUNJANGAN HART TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA)

(ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ )
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAIIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
\ LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH )

DITERTHA NI DL AN G MENGINUTT PENDIDIRA
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PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARA

. PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN
JASA KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGAHNDAEHAH

PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN ; i

- DIBAYARKAN KEPADA / j 4 ]

. PEJABAT NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI/POLRI/
' PENSIUNANNYA

. BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA
" TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA

TENAGA AHLI ;
HONOR, U.8AKU | pencacana

HADIAH, KOMIBI, | AKUNTAN
BEASISWA, PEM-] ARSITEK
BAYARAN LAIN | DOKTER
SEHUBUNGAN KONBULTAN
DGN PEKERJAAN] NOTARIS

JASA KEGIATAN :ﬁ%ﬂam

UPAH HARIAN/
. MINGGUAN/
BORONGAN

-GAJUPENSIUN | HONORARIUM
IMBALAN LAIN
- TUNJANGAN
TERKAIT DGN NAMA
APAPUN
8% X
(BAUTO-Rp.180RB)
PER HARI

TARIF PS.17
X

0% (Gol. | & Il),
PENGHASILAN |5% (Gol. lll) atau
KENA PAJAK 15% (Gol. IV)

X Ph Bruto
DITANGGUNG (PPh Final)
PEMERINTAH

B % X (bruto-PTKP
harlan sebenarnya)
(+) pot sebelumnya

TARIF P8.17
X

DASAR PEMOTONGAN
PH. BRUTO DAN PEMUNGUTAN

TARIF P8.17
X

Blla dibavar bulanan:
(bruto-ptkp)disetahunkan
X tarlf ps.17, Dibagl 12

Penghitungan PPh Pasal 21
| PENGHASILAN TERATUR DARI APEN/APED |

PENGHASII.AN BRUTO

- GAYI KEHORMATAN — UANG PENSIUN
- GAJI = TUNJANGAN YG TE|
= TUNJANGAN YG TERKAIT b iaceet

DIKURANGI:
{| BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.
|| BRUTO (UANG PENSTUN)
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU

‘ PENGHASILAN I
PTKP i

[ PENGHASILAN KENA PAJAK mus PS.17 UU ppn]
PAJAK TERUTANG
— DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

18
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PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNAN
YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
B

Penghasilan teratur dan tidak teratur

—

UPAH HARIAN HONORARIUM, UANG SAKU,

HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,

UPAH MINGGUAN FEE, DAN PEMBAYARAN

UPAH SATUAN

LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN
UANG SAKU HARIAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN
ﬁ'AH BORONGAN J KEGIATAN

19

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan
Tdk termasuk
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH: HARIAN, Honorarium atau
-7 MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN "% Komisiyg diterima
SRS UANG SAKU HARIAN SE SOICis ameng

Petugas dinas luar

E DIBAYAR HARIAN H_
[ TIDAK LEBIH DARI ] T LEBIH DART
Rp 200.000.- [ ‘ 000,- ]

* Rp 200.000,- "
T
DIKURANGI
Rp 200.000,-

MEMILIKI
NPWP

MAKA
TARIFNYA
20% LEBIH

TINGGI

DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG

10
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( PESERTA KEGIATAN |

. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;

. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
DAN KUNJUNGAN KERJA;

. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;

. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;

. PESERTA KEGIATAN LAINNYA

MENERIMA
IMBALAN :

UANG SAKU, UANG
REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,

HADIAH DAN PENGHARGAAN

DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI
PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK
DIPECAH

21

NO. PENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket
PNS Golongan | dan |l

1 Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan 0% Dibuat Bukti

{ Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pemotongan
Pensiunannya

PNS Golongan Il 5%

o | AnggotaTNI dan Anggota POLRI Golongan F?Ibuat Bukli

; Pangkat Perwira Pertama, dan emotongan
pensiunannya

Golongan IV 15% Dibuat Bukti

| dan Anggota POLRI Golongan
a Anggota TNI dan Angg ] Pamolongan

Pangkat Perwira Menengah dan Perwira
Tinggi, dan Penslunannya

[
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- Dalam hal iegara, PNS, Anggota T, Anggot
- Pensiunannya tidak memiliki: “Pokok W jaki
“tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN at L
dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua
puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara,:
- PNS, Anggota TNI,- Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki;
* Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima

* Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya
pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan diba‘ya_rkan. oA
Dalam hal PNS; Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat
sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk’
sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau
APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/gtau anggota
pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
sesuai dengan Undang-Undang: Pajak Penghasilan dan__tidak c_jltanggung_‘
oleh Pemerintah. . : 5 NS

UNTUK APAKAH
DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21

OLEH BENDAHARA

KEPADA PENERIMA PENGHASILAN
: 77

24
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DILAMPIRKAN DALAM SPT \

BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 TAHUNAN PPh OP
1721 A2 DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAN:
+ FORMULIR 1770 4 BAGIAN C
- FORMULIR 1770 § INDUK :
‘BAG ANO.1 (Ph NETO)

-BAGBNO7&8
-BAG C NO.11

\ -BAG. DNO.12 J

\

DILAMPIRKAN DALAM SPT
TAHUNAN PPh OP
DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM :
FORMULIR 1770 S-1l BAG ANO.6

BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21
FINAL

s

\

BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 m DILAMPIRKAN DALAM SPT
NON FINAL TAHUNAN PPh OP
DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM :
+ FORMULIR 1770 S INDUK :
-BAG A NO.1 (Ph NETO)
-BAG. D NO.12

\&

25
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» Impor Barang

> Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh
DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.

> Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh
BUMNY/D yang dananya dari belanja negara/daerah.

> Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina
dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan
bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.

> Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

- DIKECUALIKAN OBJEK PPh
. PASAI2?

»Pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp.2.000.000 dan tdk merupakan pembayaran
yang terpecah-pecah.

»Pembayaran untuk pembelian bahan bakar
minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda
pos.

»Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman
Sosial (JPS) oleh KPN.

» Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan
dengan penggunaan dana bantuan Operasional
Sekolah (BOS).
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TATA CARA L
PEMUNGUTAN DAN PENYETOFIAN

( PPhPAsaLzz
—

[ rpuNGUT PADA SETIAP PELAKSANAR P

X2

|‘  DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA

29

CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22

Drs. Delta, Bendahata Madrasah Negeri Dgpokmémbeli
komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah mlal barang termasuk
PPN, maka :

Rp 11.000,000,¥ x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di

kuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apablla rekanan tidak memiliki NPWP maka

PPh pasal 22 terutang :
"Rp 11.000.000,- x 100/110 X 1,5% X 200% -Rp300 000,-

15
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BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT
- BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
3 BADAN

32
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PENGHASILAN J
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

[,f,.,_}_ Pﬁ'ﬁ PASAL23 ,J

OJASATEKNIK L e
*JASA MANAJEMEN
* JASA KONSULTAN HUKUM,
2JASA ONSULTAN, PAIAK,

-BUNGA

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

| PPh PASAL 23 |

HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI

SEWA
DAN
JASA LAINNYA

JUMLAH BRUTO

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 34
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Objek Pemotongan PPh Pasal 23

No Objek Tarif Dasar Sifat | Bataswaktu | Batas it
1 [ Jasa teknik, Penghitungan penyetoran | Peeparan
sa teknik, jasa manajemen, jasa 2 rkutn
=73 EhD . 10 bin
Konstruksi, jasa konsultan SRR Coelaiska P
1. | Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 20 el
berikutnya berikutnya
2. | Sewa dan penghasilan lain 2% Jumlah Bruto* 10bln. A A

sehubungan dengan pen

ggunaan
harta kecuall Sewa Tanah da
Bangunan ey

berikutnya berlkutnya

3. ‘| Imbalan Jasa Lain

. 2% Jumlah Bruto* 10bin . | 20bin

1. J?ﬁsa Penilai (appraisal)‘
B b HeA berikutnya berikutnya

2 Jasa Aktuaris.

Pl vt 2% Jumliah Bruto* . 10bin 20 bin *
Ei N o ; berikutnya berikutnya
3.Jasa Akuntansl,pembukuan dan § 20 bin
; 29 Jumlah Bruto* : 10 bin
atestas! laporan keuangan - - - i e berikutnya berikutnya
4, Jasa Perancanag (deslgn) 20% Jumlah Bruto* © '10bIn; 20bin
: : berikutnya | berlkutnya
> Jasa pengeboran (drilling) di- - < 2% Jumlah Bruto* 10 bin 20 bin
b'dﬂ"ﬂ penambangan migas,kecuah berikutnya berikutnya '
'yg dilakukan BUT - ; : + :
6. Jasa penunjang di bidang. - 2% Jumlah Bruto* |- 10bin 20 bin
~penambangan Migas berikutnya berikutnya
{1 term 3

ObJek Pemotongan PPh Pasal 23 Jizisins
No| . = : "~ Objelc it s, s o Tanif ) Dasar Slfat Batas waktu | Batas waktu"
% 3 SaE ; Penghitungan penyetoran | - pelaporan
7.Jasa penarnbangandan jasa: ik 2% | Jumlah Bruto* # ~10bin ¢ .20bin
penunjang di bidang penambangan g ; i berikutnya | berikutnya
selain migas L2 - ! . : = :
8. Jasa penunjang di bidang s iy 2% Jumliah s 10bin 20 bin .
penerbangan dan bandnr udara i Bruto* berikutnya | berikutnya
"9,  Jasa penebangan hutan 7] 2% | Jumlah 10blin 20 bin
% ; A DN ek ; Bruto* : berikutnya | berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah . . 2% | Jumlah 10 bin ©.20bln
: i Bruto* berikutnya | berikutnya
'11. Jasa penyediaan tenaga ku'ja : 2% Jumlah - 10bln- | 20bin
(nutsuurcmg servloe) ; b 1 Bruto* | -berikutnya - | " berikutnya
1?.Jasa rantara atau keagenan ' 2% Jumiah 10bin | 20bin -
£ 0082 peran) i ‘ : Bruto* : berlkutnya - | berikutnya
13, Jasa dl b:dung perdagangun surat- 2% | Jumlah 10bln ¢ ‘20 bin
surat berharga, kecuali yg da Iakukan y |  Bruto* i berikutnya |- berikutnya -
Bursa Efek, KSEI dan KPE1 . -* / ; : iy
14.Jasa kostodlanlpenylmpananlpeﬂlﬂpa"n 2%, Jumlah 10bin | © 20bin
kecuall yg ;Iilakukan KSEL . ' : Bruto* : berikutnya ' | - berikutnya
: ] 2% Jumlah 10 bin : 20 ﬁt %
.| 15 Jasa penglslan suara (dubbmg darllablll ‘ I : ! 2t n-..
7 stlihsuara; il T BruboR o finne | berikiinya beriytnya
‘lldak lermasuk PPN
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e ———————
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 ok
tas waktu
No Objek Tarlf Dasar sifat | Batas waktu o
D, [y pYy L rb|
20bin
16. Josa mixing film 0 lah 10 bin 2
i (e berikutnya |  berikutnya
20 bin
17, Jasa sehubungan dengan software 29, Jumlah 10 bln ikutnya
komputer, termasuk perawatan, 5 Bruto* berikutnya | berikutny3
pemellharaan dan perbaikan ; i Bl
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, 2% Jumlah 10 bin befi?(ub‘lnﬂq
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, Bruto* berikutnya ;.
danlatag TV Kabel, selain yg'dilakukan
oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
pl_dang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
konstruksi A R A : 2 bl :
L e 20bin
19. Jasa perawatan/perbaikan | 2% Jumlah 1,“ bin, !
/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik Bruto* berikutnya | . berikutnya ;
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV = ¥
Kabel, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan,‘sela[n yg dilakukan
Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di - 1
' bidang konstruksi dan mempunyai
sertifikat shg pengusaha konstruksi 20 Bin
20. Jasa mak lah b
G .Ion ; g ';I:L“mt ‘berikutnya | - "“"?“""“'?
- - 20 bin
o = Bh 10bin
Jasa penye?_ dikan dap keamgnan : 2% Jnt:':n:" berikutnya | - berlkutnya.
— 37
“tidak termasuk PPN 2>
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
= Tarif Dasar Sifat, | Batas waktu | Batas waktu
o e .| penghitungan .| penyetoran'|' pelaporan .-
' f= A o 10bin:" | 20bin7
22.7asa penyelenggara keglatan 2% ;umf berikutnya | berikutnya
. : a0 Jumlah 10 bin - 20 bin
23.Jasa pengepakan Bruto* berikutnya | berikutnya
= == 7 10bln | . 20bln
i enyediaan tempat dan/atau 2% Jumiah i [ barikutavs.
o ;aas:h;: da)I‘am media masa, media luar T B benlmipy; o
ruang atau media lain lfntuk : o SE TR e
penyampaian informas —— e =
2% Jumiah 10bin - 20bin
25, Jasa pe_rnbasml hama Bruto* berlkutnya. | berikutnya
' ‘ ; ice | 2% ' Jumlah . 10bin- ©| -20bin
26. Jasa kebersihan atau cleaning serv " Bruto* berikutnya " [ - berikutnya
- ‘ 2% Jumlah '.10bin ' 20bin
27. Jasa katering atau tata boga. Bruto* berikutnya | berikutnya
*tidak termasuk PPN
38
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e

TATACARAPEMOTONGAN
PPh PASAL 23

DILAKUKAN PADA sa
AT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN

g8

BUKTI PEMOTONGAN

,':}gggg atau ' UNTUK REKANAN
——— LAMPIRAN SPT MASA PPh
PASAL 23/26
—— ARSIP
BENDAHARA/BADAN

39

o CQNTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23

Contoh 1
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan
komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-

Contoh 2
Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan

di Media massa dan elcktronik dengan total pcmbayaran Rp 1.100.000.000, (harga yE
tertulis di kuitansi) -,

Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-

20
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PPh Pasal 4ayat(

41

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

-Ben‘tuk Pekerjaan

2%

Pelaksanaa'n Menengah dan Besar 3%

. Konstruksi . q

Tldak memiliki kualifikasi .
i o] 4%:

~ Keil

: . . Usaha
p‘e,encanaan dan |- Kecil, Menengah, Besar 4%
Pengawasan [ igak memiliki kualifikasi | g
Konstruksi - - fslieis e St 6%

Kualifikasi dilihat berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang (Lembaga Pengembangan Jasa
Konstuksi (LPJK))

21
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e

TIDAK TERMASUK OBJEK
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN

YG
MERUPAKAN

OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN ]
(PAJAK DAERAH)

~

B i T, AN,
VAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DaN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTOR
TERMASUK :

FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;

2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAB' :;AU
TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN
KENYAMANAN

3. JASAPERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN
HOTEL
, S

PN

43
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[ s
PENGERTIAN

PAJA
PEHTAMBKAH AN PAJAK PENJUALAN
NILAI (PPN) ATAS BARANG MEWAH

(PPn BM)

PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK
TERGOLONG BRG MEWAH

PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMS)
BARANG DAN JASA

DAERAH PABEAN

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PEF\‘UNDANG-UNDANGAN PABEAN
45

BARANG KENA PAJAK
(BKP)

BARANG
BERWUJUD

SIFAT/HUKUMNYA

T

o, BARANG
: BERGERAK

YANG DIKENAKAN

PPN

BARANG
TIDAK BERGERAK

46
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JASA KENA PAJAK

(JKP)

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN

DASARKAN
SUATUY PEHIKATANIPEHBUATAN HUKUM

YANG MEN BKAN
BARANGIFASILITASIKEMUDAHANIHAK
TERSEDIA UTK DIPAKAI

JASAA;‘:\I\:Q% EI)(ILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
DGN BAHAN b ARENA PESANAN/PERMINTAAN
AN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

: DIKENAKAN PPN :

" 'PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)

OHANG PRIBADV
BADAN DALAM BENTUK APAPUN

- MENGHASILKAN BARANG;

- MENGIMPOR BARANG;

- MENGEKSPOR BARANG; :

- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;

- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN:
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU

- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;

e

TIDAK TERMASUK ;
PENGUSAHA KECIL -

PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

eecun

24
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2Tt
ffﬂ-\GUS»’e.ﬁA KECiL
Wi 1% o 84 w!}lh.: ZE';‘ "v —_—

SR

¢ Bt Whaiiow 1 pasiiiaan B

e —

| PXP sehi ,
usahanya untuk di ukuhi N9ga wajb metaporkan
hkan sebagai
Pada akhir bulan berikutrya, PKP selambat-tambatrye

DASAR PENGENAAN PAJAK

HARGA JUAL

PE:‘(TGGA T R —, a
SEBAGAI 3

DASAR 7;

NILA! IMPOR PENGHITUNGAN ';'
PPN f

YANG !

TERUTANG I

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
MENKEU
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#_ 

PEMUNG
(Sejak 1 ULERN
KMK N

Januarj 2004)
o. 563{KMK.O3/2003

oy

51

KELCMPOK BARANG
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :

MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,
BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI,
BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK

SERTA BIJIH BAUKSIT J

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH

RAKYAT BANYAK, YAITU :
BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG

BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODJUM, DAGING, TELUR SUSU, BUAH

N DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH
m:::szAHUNG. DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN
MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

52
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RGIG), pay DOKTER HEWAN;
Ll GIg| I.AHU GIZ), DAN FISIOTERAPI: ;

JASA DI BIDANG

PENDIDIKAN, MELIPUTI ;
* JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
* JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKDLAH SEPERTI KURSUS

DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BEHSIFAT KOMERSIAL

PENYIARAN YANG BUKAN BEHSIFAT IKLAN DAN TIDAK D!BIAYAI OLEH SPONSOR YANG
BERTUJUAN KOMERSIAL = - : :

ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI
SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA . - :

[ TENAGA KERJA

[ KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA }
Ty

, MELIPUT) :
4 E.?AHS?ATIEIE-;;'E\I':'MN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN

INTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN . .
{4 552: g;:;g:l:kﬂ RUANGAN UNTUK 'KEGIATAN ACAHA ATAU PERTEMI.IAN DI HDTEL

“’. RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL Jiapis )
[ JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM HANGKA MENJALANKAN ‘ ‘]

PEMERINTAHAN SECARA UMUM kit S SR,
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KELOMPOK BKpykp RTENTY v,
DIBEBASK AN D

NG ATaAg PENYEHAHANNYA
ARI PENGENAAN PPN

SEDERAAN TS
ASRAMA M AHASISWA ANG
QLEH MENKEy SETEL.?;?N ol

RHAN, RUM
A;ETA PERU A All.iu USUN SEDEHHANA. PONDOK BORO,
AT

INYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN
NTER EMUKIMAN DAN PRASARANA

ATA, A ALA
UDARA, KENDARAAN Tfw NUTAND

NoAR, ALAT ARG GKUT GKUTAN DI
S BAdy, KENoARy AN DT BAWAN A, ALAT 207
REHAN YANG D"’ERLUK AAN AN A b HUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU
PERLUAN TN DA o, PakAu p EMBUATAN s A, A

Nisi OLEH PT. PJNDAD UNTUK -

LAUT“EQP?L "Nﬁ‘,‘mN ug"‘ KAPAC mmcuuu \ DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
_- SUKU cADANe“sen'TA‘ AL TUNDA, jeap

PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN ;
ATAN PELAVARAN’ ATAU ALAT ne?e'lf’mmm MANUSIA VAHG; ,
AHAAN NAGA NASlONAL ATAU I PERUSAHAAN

' PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG Soos
KESELAMATAN MANUSIA, Paﬂunb{n' K
_DIGUNAKAN OLEH peRy ANGKUT;

KERETA A AP DAH SUKU
PRASARANA' YMG DJIMPO

ANG SERTA PERALA ALATAN () UNTUX PEHBAEKAN ATAU PEMELIHARAAN SEFITA ]
R DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA AP| INDONESIA (KAY) .
PEHN.ATAN YANG DIGUNAKAN

INTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHO
NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEHTENTARA Nas NASIONAL INDONES]A -

TARIF PPN DAN PPn BM
[ TARF )

20030, 2000, :
D |
eenvos  Jfio.20 T
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
l'SEH.ENDAH- T
— e — BT
2
B T

’_'“4-
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n
TIDAK TERUTANG PPn B TERUT
ANG PPn BM 20%
PPN YG DIPUNGUT

YG DIPUNGUT
101110 * PPN 107130

St 210

57

TATA CARA PEMUNGUTAN
TAGIHAN KEPADA BENDAHARA

[ FAKTUR PAJAK

DIISI OLEH DAN
'ATAS NAMA
REKANAN
= - KPP
' ARSIP PKP REKANAN
DITANDATANGI BENDAHARA
" OLEH
EENDAHAHAWAN ; DICAP OLEH BENDAHARA

“ DISETOR TGL ... DAN
DITANDATANGANI BENDAHARA ;.

29

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN

- CONTOH

HARGA JUAL

,Hp 950.000,00 - :

PPN-10%XHp950000 : © 'Rp  95.000,00°
HARGA JUAL TERMSK PPN < Rp 1.045.000,00 .

Rp 1.040.000.- > Rp 1.000.000,-

DIPUNGUT
B> PPN

'HARGA JUAL St
PPN=10 % X Rp 900. 000
-HARGAJUAL TERMSK PPN

" Rp 960.000,-< Ap 1:000.000:

DIPUNGUT PPN :

- PENYERAHAN OLEH BKNPKP .0 7o
- DENGAN PO/SPK - :

Rp 900.000,00 -

Rp.90.000,00
' Rp 960.000,00

AK DIPUNGUT

PPN TERUTANG
DISETOR SENDIR
‘. OLEH PKP ",
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NAART
ALGMAT

NV Fae e A

LR -

Rasag Vol Kombet Praarisns by

— |
nieh

S |
n LAY Witrox
@ TR LAY RGO s Wra
>
e [T [TI SP)
e
R -- e -

SNNNRE 5 -

g [ 1 l

Wanm

1§ Rk M I

Wiy, =
'"""Nu Vi .‘J

I .“‘

Kode SSP

| MaPHKoda |

Koda Jeni

e [ enis Péiak Seioran
1
Erntanalay 11121 100 Masa PPh Pasal 21 v
2 PPh Pasal 21 411121 402 Ph Final Pasal 21 alas v
honorarium atau imbalan lain
yang diterima Pejabat Negara,
PNS, anggota TNI/POLRI dan
para pensiunnya
3 |. PPhPasal 22 411122 900 Pemungut PPh Pasal 22 k U yang 8 bayar
4 | PPhPasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa bendohgra
402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) alas
;. y Gl Lo " Pengalihan Hak atas Tanah
PPh Final Pasal 4 dan/atau Bangunan
ayal (2)
\

§ 'T“?“ﬂwr:j Tronsaksy
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3 NO . . Jenis éaiak' | MAP/Kode | Kode Jenis . Jenis
5 i ik | senis Pajak Setoran : Seté'ran ' ‘
6 PPh Final Pasal 411128 403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) alas
4 ayal (2) Persewaan Tanah dan/alau
Bangunan
7 | PPhFinal Pasal 411128 405 PPh Final Pasal 4 ayal (2) alas
4 ayat (2) Hadiah Undian
8 PPh Final Pasal 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat .(2) atas
4 ayat (2) Jasa Konstruksi
| #
" S 41121 900 Pemungut PPN Dalam Negeri

Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Jenis pajak

» PPh Pasal 21 o

» PPh Pasal 22

<

» PPh Pasal 23 FS

» PPh Pasal 4 @
ayat (2)

» PPN >

Tgl Penyetoran

Paling lambat tgl 10 bl
berikutnya setelah masa
pajak berakhir
Disetor pada hari yang
sama dg pelaksanaan
pembyr
Paling lambat tgl 10 bl
berikutnya setelah masa
pajak berakhir
Paling lambat tgl 10 bl
berikutnya setelah masa
pajak berakhir
Paling lambat tgl 07 b/
berikutnya setelah masa
ga jak berakhir

ejabat penandatangan
SPM sbg pemungut
PPN hrs disetor pd hari
yg sama dg

elaksanaan pembyr

pd PKP rekanan

Tgl pelaporan

o Paling lama 20 hari
setelah masa pajak
berakhir

o Paling lama 14 hari
setelah masa pajak
berakhir

o Paling lama 20 hari
setelah masa pajak
berakhir

o Paling lama 20 hari
setelah masa pajak
berakhir

o Paling lama akhir
bulan berikutnya
setelah masa pajak
berakhir
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SANKSI ADMINISTRASI

3

“BUNGA! KENAIKAN -
.- P B(2), 13(2):14(3), 19(23A(3) UU kUP Ps.13(3),152) U KUP

7 2%/BULAN® 50%

maks 24 BULAN SPT TERLAMBAT/ TIDAK
e . DISAMPAIKAN SETELAH
DITEGUR TERTULIS

100%
PPh TIDAK / KURANG
DIPUNGUT/ DIPOTONG/
DISETOR

100%
KARENA DITERBITKAN
SKPKBT

200%
DITERBITKAN SKPKB
KARNA ALPA PERTAMA KALI

PAJAK YANG TIDAK/
KURANG DIBAYAR

eda
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BEA METERAI

’ D:Ialr)n Setiap  pembuatan  bukti
Peémbayaran, bendahara sebagai pihak

Pénerima kuitangi terutang bea meterai
sebesar :

* Rp 3.000,- di setiap bukti pembayaran
yang nilai transaksinya diantara Rp
250.000,- sd Rp 1.000.000,-

* Rp 6.000,- dj setiap bukti pembayaran

yang nilai transaksinya diatas Rp
1.000.000

67

Belanja barang

Taufik Udin selaku bendahara Satker Dinas PPKAD Kendal
dengan NPWP 00.123.456.7-513.000 melakukan transaksi sbb :

1. Tgl 2 Februari 2014 membeli makanan siap saji dari restoran
untuk keperluan rapat seharga Rp 800.000,-

Pemungutan PPh.

Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya
harus dipungut PPh Pasal 22, akan tetapi karena nilaj
pembeliannya dibawah Rp 2.000.000,- maka atas pembelian
tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22,

Pemungutan PPN

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,
rumah makan, warung dan sejenisnya mrpk jenis barang

yang tidak dikenai PPN sehingga tidak dipungut PPN .

34

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

* Belanja barang

Taufik Udin xe.laku bend;
: S N ahatn Satker Dinas PPRAD Ke 1 NDPWI
00.123.456.7-51}}-0% melakukan transakyd :t;!l\; : ML o

: ‘bﬁk ‘;t 2}?:“112014 membeli tanad alat tulls kantor sebirga Rp 1,100,000, din
NS Peiaran umum Rp 1,500,000,- dari tako hukn GEMAR MIEMBACA
. Yang memiliki NPWP 04,000.100,0-012,000

1i<§cl‘|}i_'1\_ll.)u‘15\‘1 pelajuan harus dipungat: PPh Pasal 22, Jarena
a diatas, Rp 2.000.000,-

Ajaran umum mmpk - salah sat jenis BKP yang dibebaskan darl
PPN sehingga: bendahara hanya memungut PPN atas pemhellan.
e | PPN (-
sttty R U000 10 e

Belanja barang

Tgl 15 Februari 2014 membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk
keperluan kendaraan dinas scharga Rp 500,000,- dan membayar
tagihan rekening listrik sebesar Rp 1.500,000,- kepada PLN serta
membeli benda-benda pos sebesar Rp 500.000,- di kantor pos

Pemungutan PPh.
Atas pembelian BBM, listrik dan benda-benda pos tidak dipungut
Ph Pasal 22

Pemungutan PPN

Terkait dengan PPN, dalam hal BBM dibeli dati pertamina maka
tidak dilakukan pemungutan PPN, Selain itu, listrik ditetapkan ihy
BKP tertentu yang dibebaskan dati pemungutan PPN, Sedangkan
atas pembelian benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp

1.000.000,- maka tidak dipungut PPN,
70
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Belanja barang

Tgl18 Ft_:b;ua:_-i, _membélj buku pelajaran umum seharga Rp 2.500.000,-,
membeli pakajan Sertagam scbesar Rp 3.000.000 dan pengadaan formulir

dan kertas sebegar Rp 2.000.000 dari toko R NPWP
¢ r .000. - ngecer an. Rangga ?
06.234.007.1-513,00¢ e

Pemung‘uté[j_l_’ph_ ‘ |

b pembelian barang cIk“gan dana BOS tidak dilakukan pemungutan
- PPh Pasalaz o 0 S - ey : %
: bukupela]arandlbf-‘bnkandan pcngenaan PPN"'sI.-ng ndak per]udlpungut
- PPN. Sedﬂﬁggféﬂ:P,PN a'ta'i_s"p'éi'nbelian pakaian seragam dan pc.ngada_at_l'_ i

. ker_taSj._S!?B-"ﬁf

‘Formulir dan kettas (10% x Rp 2.500.000,- = Rp 250.000-
e . =Rp 500000,

Kewajiban Bendahara selanjutnya
setelah memungut

1. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi data
WP dengan cara membubuhi cap “disetor tanggal
...” dan ditandatangani oleh bendahara

2. Menyetorkan PPh Ps| 22 da_n PPN dengan SSP an.
rekanan dan ditandatangani bendahara ke kgs
negara melalui kantor pos atau bank persepsi.
Melaporkan SPT masa PPh Ps 22 dan PPN ke KPP

Memberikan SSP PPh Ps 22 dan SSP PPN lembar

1 dan faktur pajak lembar ke-2 ke rekanan
72
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Belanja Modal

Kendal dengan NP
transaksi sbp . WP’ 00.123.007.2-513.000 melakukan

1. Tgl2 :
Nf;’) WIPF(;alb;\zxan 2014 membeli 4 printer ke CV. Susanto
222.355.5-513.000 seharga Rp 20.000.000,-

Pemungutan PP,

Pembelian printer Pph Ps 22-nya
hatga pembelian Rp 20.000.000,-
PPhPs 22 (15% x Rp 20.000.000)  Rp  300.000;-

Pemungutan PPN

PPN (10% x Rp 20.000.000) ...... Rp 2.000.000,-

S “‘-‘_'.B'elanjé Modal

Alif Udin selaku bendahara Satker Dinas Kesehatan Kendal
dengan NPWP 00.123.007.2-513.000 melakukan transaksi sbb :

2. Tgl 22 Februari 2014 membeli komputer seharga Rp
11.000.000,- (sudah termasuk PPN) dari CV. Tambora yang

memiliki NPWP 04.000.100.0-912.000

Pemungutan PPh.
Nilai pembclian sudah termasuk PPN .....

PPh Ps 22 (1,5% x (100/110 x Rp 11.000.000,- ) =Rp  150.000,-

Rp 11.000.000,-

Pemungutan PPN
Nilai pembelian sudah termasuk PPN ...... Rp 11.000.000,-

= Rp 1.000.000-
7

PPN (10/110 x Rp 11.000.000;-) 4
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- Belanja Modal

Tgl 28 Februari 2014 Rgyy
5.000.000.000,-. Ada
PT. LENGA dan T

pemenang jasa ko

D membangun gedung seharga Rp
pun Pémenangnya pelaksana konstruksinya
uan Zaky seorang konsultan sipil sbg

nsultan dg nilaj sebesar Rp 50.000.000,-
Pemungutan PPh,

a. Pelaksana konstruksj oleh

PT Lenga
3% x Rp 5.000.000.000 = R

p 150.000.000,-
b. Tuan Zaky selaku jasa Petencanaan teknik
4% x Rp 50.000.000,- = Rp 2.000.000

Pemungutan PPN

a. Pelaksana konstruksi oleh PT Lenga
10% x Rp 5.000.000.000 = Rp 500.000.000,-

b. Tuan Zaky selaku jasa perencanaan teknik -
10% x Rp 50.000.000,- = Rp 5.000.000

76
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K(Iementerlan Keuangan RI
Direktorat Jenderq) Pajak

- %y Bentuk, Ukuran, dan
 #Warna Meterai Tempel
[/ Tahun 2014

PJ.091/BM/S/001/2014-00

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran,
dan Warna Benda Meterai, tanggal 21 April

2014
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ﬁ i K Apa itu Bea Meterai?

BeaB Meteral adalah pajak atas dokumen.
ea Meteral merupakan pajak tidak

l'a
sk ngSUng{yang dl_pungu'; secara ‘insidental

Tarif Bea Meterai

: L % COQOOAACOOOOOUON i

600”'%&
. [ENAM Finum.'PlnN

‘ﬂ/",‘!/.f-l rres llf/ff-f

R A

o ,TIGI IIBURUPIAD-[
PFPrrEE? r.v-ffr-rr r-‘w"f
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_Pelunasan Bea Meterai

 BENDA . N
- METERAI

Dokumen apa saja yang dikenakan
meterai tempel?
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Dokumen-dokumen yang dikenakan meterai tempel

Tarif Rp 3.000,00
a. 1) surat yang memuat jumlah; atau
2) surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep vang
mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250 000,00
sampat dengan Rp 1.000 000,00

b. Cek dan Gilyet Biro tanpa batas pengenaan besarnya harga
nominal,

¢ Sekumpulan efek yang tercantum dalam surat kolektif/efek
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai
harga nominal sampai dengan Rp 1.000 000,00 (satu juta
rupiah)

Tarif Rp 6.000,00

a. Surat perjanpian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata,

b. Akta-akia notaris termasuk salinannya;

g ¢ Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
B (PPAT) termasuk ranghap-ranghapnya,

- d. 1) surat yang memuat jumlah; atau

2) surat berharga seperti wesel promes, dan aksep
yang mempunyai harga nominal lebih  dari Rp

1 600 000,00,
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di
muka pengadilan;
f, Sekumpulan efek yang tercantum dalam surat kolekuf/efek
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai
hatga nominal lebih dari Rp 1 000 000,00.

-
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Desain Meterai Tempel
Tahun 2014
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‘Meterai Tempel Rp 3.000,00

S TG 2

R
INOMOR SERI
17 DIGIT

PERPCRAS!
BINTANG DAN QVAL

X

R el y
VoalvVoA- TINTA COLOR SHIFTING TINTA VISIBLE
SPESIAL PATTERN DAN TAGGANT FLUORESCENT

IMAGE
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Perbedaan Meterai Tempel Rp 3.000,00 Desain 2009 dan 2014

U«g, ;

AN TAGANT
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T e e e

TINTA CORCA Ll TG FLLICRE ST

anta wrimid

Meterai Tempel Rp 6.000,00

i
NOMOR SERI
17 DIGIT

PERPORASI
BINTANG DAN OVAL

SF;ESIAL PATTERN
IMAGE

L@.l— METERAL

VIPEL ;
T,-EL u’l__.

TGL. ', 20, L

ot 1y
MIKROTEKS

H.ASTER IMAGE 'I'IH'I'A COLOR SHIFTING TINTA VISIBLE

GRAM
HoLO DAN TAGGANT FLUORESCENT
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Perbedaan Metel‘ai_ Tempel Rp 6.000,00 Desain 2009 dan 2014

A
NOMOH SERI
1noiGir

| ¢

PLAPORASI e
BINFANG DAN OVAL

el e T navism
* tmace TINTA COLOR SHIFTING FLURESCENT
DAN TAGGANT

ezl

W vt et T P i B
g . e, e i gt oy o
et L e o an D)

i terai tempel Batas akhir penggunaan meteral
1'3“3:1::;15 :qunr;lOM v tempel desain tahun 2009
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Denda
Administrasl

w\wwwwmw M e

N PEMBU&\TAN. PE, GEDARAN. DANIATAU PENGGUNN\N METEZRAI TEMPEL PAI.SU

DANIA KAS PAKN DIKENAKAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN KUHP DENGAN :
AN WQAAN\PIDANA PENJARF\ SELAMA-U\MANYA 7 (TWUH) TAHUN ]
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